PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 34 TAHUN 2006
TENTANG
JALAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nelaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasa
28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nonor
38 Tahun 2004 tentang Jal an perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
tentang Jal an;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 132, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 4444);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A TENTANG JALAN.

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan:

1. Penerintah Pusat yang sel anjutnya di sebut Penerintah, adal ah
Presi den Republ i k | ndonesia  yang menegang kekuasaan
peneri ntahan negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud
dal am Undang- Undang Dasar Negara Republik |1ndonesia Tahun

1945.

2. Peneri ntah Daerah adal ah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyel enggara penerintahan
daer ah.

3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang neliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pel engkap dan
per | engkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada pernukaan tanah, di atas pernukaan tanah, di
bawah pernukaan tanah dan/atau air, serta di atas pernukaan

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

4. Jal an umum adal ah jal an yang diperuntukkan bagi lalu lintas
unmum

5. Penyel enggaraan j al an adal ah kegi atan  yang mel i puti
pengat uran, penbi naan, penbangunan, dan pengawasan j al an.

6. Pengaturan jalan adalah kegiatan perunusan kebijakan

perencanaan, penyusunan perencanhaan unmum dan penyusunan



10.

11.

12.

13.
14.

per at uran per undang-undangan j al an.

Penbi naan jalan adalah Kkegiatan penyusunan pedoman dan
standar teknis, pelayanan, penberdayaan sunber daya nanusi a,
serta penelitian dan pengenbangan jal an.

Penbangunan j al an adal ah kegi at an penT ogr aman dan
penganggar an, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
serta pengoperasi an dan penel i haraan j al an.

Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mewuj udkan tertib pengaturan, penbinaan, dan penbangunan
j al an.

Penyel enggara jal an adal ah pi hak yang nel akukan pengat uran

penbi naan, penbangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan
kewenangannya.

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
sal ing nenghubungkan dan nengi kat pusat-pusat pertunbuhan
dengan w | ayah yang berada dal am pengaruh pel ayanannya dal am
sat u hubungan hi erarki

Leger jalan adalah dokunen yang nenuat data nengenai

per kembangan suatu ruas jal an

Orang adal ah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
ber badan hukum maupun yang ti dak ber badan hukum

Ment er i adal ah nent eri yang nmenyel enggar akan urusan
peneri ntahan di bidang jal an.

Pasal 2

Li ngkup Peraturan Penerintah ini mencakup pengaturan jal an
umum dan j al an khusus.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB | |
JALAN UMUM

Bagi an Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyel enggaraan jalan unmum dilakukan dengan nengutanakan
penbangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta
j al an-jalan yang nenghubungkan pusat-pusat produksi dengan
daer ah pemasar an

Penyel enggaraan jalan umum diarahkan untuk penbangunan
jaringan jalan dalam rangka nenperkokoh kesatuan w |ayah
nasi onal sehi ngga nmenj angkau daerah terpencil.

Penyel enggaraan j al an unmum di ar ahkan unt uk mewuj udkan:

a. peri kehi dupan rakyat yang serasi dengan ti ngkat
kemaj uan yang samm, nerata, dan sei nbang; dan
b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan
negar a.
Pasal 4

Penyel enggara jal an umum waj i b nengusahakan agar jal an dapat
di gunakan sebesar-besar kenmakrmuran rakyat, terutama untuk



meni ngkat kan per t umbuhan ekonomi nasi onal , dengan
mengusahakan agar biaya umum perjal anan nenjadi serendah-

r endahnya.
(2) Penyelenggara jalan umum waji b nmendorong ke arah terwjudnya
kesei mbangan ant ar daer ah, dal am hal pert unbuhannya

menperti nbangkan satuan w | ayah pengenbangan dan orientasi
geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengenbangan
wi | ayah tingkat nasional yang dituju.

(3) Penyelenggara jalan umum waji b nendukung pertunbuhan ekonom
di wlayah yang sudah berkenbang agar pertunbuhannya tidak
terhanbat oleh kurang nenadainya prasarana transportasi
j al an, yang disusun dengan nenpertinbangkan pel ayanan
kegi at an per kot aan.

(4) Dalam wusaha nmewjudkan pelayanan jasa distribusi yang
sei nbang, penyel enggara jalan umum waji b nenperhati kan bahwa
j al an nmerupakan satu kesatuan sistemjaringan jal an

Pasal 5

Jal an umum sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 di kel onpokkan dal am
sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan Kkelas
j al an.

Bagi an Kedua
Si stem Jari ngan Jal an

Pasal 6

(1) Sistemjaringan jalan nerupakan satu kesatuan jaringan jalan
yang terdiri dari sistem jaringan jalan prinmer dan sistem
jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan
hi er ar ki .

(2) Sistem jaringan jalan disusun dengan nengacu pada rencana
tata ruang wlayah dan dengan nenperhati kan keterhubungan
ant ar kawasan dan/atau dal am kawasan perkotaan, dan kawasan
per desaan.

Pasal 7

Sistemjaringan jalan prinmer disusun berdasarkan rencana tata

ruang dan pel ayanan di stribusi barang dan jasa untuk

pengenbangan senua wi |l ayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan senua sinpul jasa distribusi yang berwj ud

pusat - pusat kegi at an sebagai beri kut:

a. renghubungkan secara nenerus pusat Kkegiatan nasional, pusat
kegi atan wilayah, pusat kegiatan |okal sanpai ke pusat
kegi atan | i ngkungan; dan

b. menghubungkan ant ar pusat kegi at an nasi onal .

Pasal 8
Sistemjaringan jalan sekunder di susun berdasarkan rencana

tata ruang w | ayah kabupat en/ kota dan pel ayanan di stri busi
barang dan jasa untuk nmasyarakat di dal am kawasan



per kot aan yang nenghubungkan secara nenerus kawasan yang
menpunyai fungsi priner, fungsi sekunder kesatu, fungsi
sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya
sanpai ke persil

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagi an Ketiga
Fungsi Jal an, dan Persyaratan Teknis Jal an

Paragraf 1
Fungsi Jal an

Pasal 9

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu Ilintas dan
angkutan jal an, fungsi jalan di bedakan atas arteri, kol ektor,
| okal , dan | i ngkungan.

Fungsi jal an sebagai mana di naksud pada ayat (1) terdapat pada
sistem jaringan jalan priner dan sistem jaringan jalan
sekunder .

Fungsi jal an sebagai nana di maksud pada ayat (1) pada sistem
jaringan priner dibedakan atas arteri priner, kol ektor
primer, |okal prinmer, dan |ingkungan priner.

Jalan dengan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
di nyat akan sebagai jalan arteri priner, jalan kol ektor
primer, jalan |okal primer, dan jalan |ingkungan primer.
Fungsi jal an sebagai mana di naksud pada ayat (1) pada sistem
jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kol ektor
sekunder, | okal sekunder, dan |ingkungan sekunder.

Jalan dengan fungsi sebagai mana di meksud pada ayat (5)
di nyat akan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kol ektor
sekunder, jalan | okal sekunder, dan jalan |ingkungan
sekunder .

Pasal 10

Jalan arteri priner sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegi atan
nasi onal atau antara pusat Kkegiatan nasional dengan pusat
kegi atan wi | ayah.

Jal an kol ektor prinmer sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(4) nenghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegi atan
nasi onal dengan pusat kegiatan |okal, antarpusat kegi atan
wi | ayah, atau antara pusat kegiatan wlayah dengan pusat
kegi at an | okal

Jal an | okal primer sebagai mana di naksud dal am Pasal 9 ayat
(4) nenghubungkan secara berdaya guna pusat kegi atan nasi ona
dengan pusat kegiatan |ingkungan, pusat kegiatan w |ayah
dengan pusat kegi atan |ingkungan, antarpusat kegi atan | okal
atau pusat kegi atan |okal dengan pusat kegiatan |ingkungan,
serta antarpusat kegi atan |ingkungan.

Jal an |ingkungan priner sebagai mana di maksud dal am Pasal 9
ayat (4) nenghubungkan antarpusat kegiatan di dal am kawasan
perdesaan dan jal an di dal am|i ngkungan kawasan per desaan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
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(6)

(1)

Pasal 11

Jal an arteri sekunder sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(5) menghubungkan kawasan prinmer dengan kawasan sekunder
kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder
kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder
kedua.

Jal an kol ekt or sekunder sebagai mana di maksud dal am Pasal 9
ayat (5) nmenghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan
sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan
sekunder keti ga.

Jal an | okal sekunder sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(5) nmenghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perunmahan,
kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder
ketiga dan seterusnya sanpai ke perunahan

Jal an |ingkungan sekunder sebagai nana di naksud dal am Pasal 9
ayat (5) menghubungkan antarpersil dal am kawasan per kot aan.

Par agraf 2
Per syaratan Tekni s Jal an

Pasal 12

Persyaratan teknis jalan neliputi kecepatan rencana, |ebar
badan jal an, kapasitas, jalan masuk, persinpangan sebi dang,
bangunan pel engkap, per | engkapan jal an, penggunaan jal an
sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

Persyaratan teknis jalan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
har us menmenuhi ket ent uan keamanan, kesel amat an, dan
I i ngkungan.

Pasal 13

Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana
pal i ng rendah 60 (enam pul uh) kil oneter per jam dengan | ebar
badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) neter.

Jalan arteri priner nmenpunyai kapasitas yang | ebi h besar dari
volune lalu lintas rata-rata.

Pada jalan arteri priner lalu lintas jarak jauh tidak bol eh
terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu Iintas | okal, dan
kegi at an | okal .

Jum ah jalan masuk ke jalan arteri prinmer dibatasi sedem ki an
rupa sehingga ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi.

Per si npangan sebidang pada jalan arteri priner dengan
pengaturan tertentu harus nenenuhi ketentuan sebagai mana
di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Jalan arteri prinmer yang nenmasuki kawasan perkotaan dan/ at au
kawasan pengenbangan perkotaan tidak bol eh terputus.

Pasal 14

Jal an kol ektor prinmer didesain berdasarkan kecepatan rencana
pal i ng rendah 40 (enpat puluh) kilonmeter per jam dengan | ebar



